( sALINAN |

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan
Alokasi Dana Desa Tahun 2025 yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
S-32/MK/PK/2025 tentang Pemotongan
Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana
Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang
Tidak memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa
Tahun  Anggaran 2025, perlu  dilakukan
penyesuaian besaran alokasi dana kampung
tahun anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi
Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun
2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau
Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana
Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak
Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);




Menetapkan

8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun
2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian
Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana
Kampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung
Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 29) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 22
dan angka 23 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

3. Pemerintah  Daerah  adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin
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10.

11.

12.

13.

14.

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau yang
disingkat BPKAD adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah
dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Inspektorat Kabupaten adalah lembaga yang bertanggung
jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan
evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah Kkerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran
Daerah pada bank yang ditetapkan.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari
pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disingkat BPK
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu
Petinggi Kampung dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung dan
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unsur pendukung tugas petinggi dalam pelaksanaan kebijakan
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana dan unsur
kewilayahan.

15. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah
dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian dana
kampung.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Kampung.

17. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah
dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

18. Alokasi Dasar adalah pembagian secara merata ADK sebesar
90% (sembilan puluh persen) dibagi ke masing-masing
Kampung dengan jumlah yang sama menurut asas merata.

19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan  jumlah  penduduk  Kampung, angka
kemiskinan Kampung, jumlah penduduk Kampung, dan
tingkat kesulitan geografis Kampung di Daerah.

21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan
Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung
pada bank yang ditetapkan.

22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN
adalah rekening tempat menyimpang uang negara untuk
menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh
pengeluaran Negara.

23. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana
dari pendapatan negara yang dialokasi oleh pemerintah pusat
kepada Pemerintah Daerah berdasarkan persentase tertentu
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

2. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Penyaluran perubahan ADK dilakukan melalui
pemindahbukuan dari RKUN ke RKK.

(2) Penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sebagai berikut:
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a. Penyaluran Kampung tahap I, tahap II, dan tahap III
pengajuan penyaluran ADK tetap berdasarkan Peraturan
Bupati ini mengunakan pagu anggaran sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi
Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;

b. Penyaluran ADK dan/atau DBH yang telah ditunda
Langsung disalurkan ke RKUN ke RKK pada bulan
September sampai dengan bulan Desember Tahun 2025

(3) Penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disalurkan 100% (seratus persen).

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dicantumkan dalam dokumen perubahan APB Kampung
Tahun Anggaran 2025.

Ketentuan Pasal 11B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

(1) Pemerintah Kampung melakukan pencatatan dan
penganggaran atas penyaluran ADK dan/atau Bagi Hasil yang
telah ditunda dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kampung dan/atau Perubahan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung tahun anggaran berjalan.

(2) Dalam hal Petinggi tidak menyampaikan persyaratan
penyaluran Perubahan ADK dan/atau Bagi Hasil yang telah
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, maka akan dikenai sanksi
adminitratif.

(3) Bagi Kampung yang mempunyai sisa ADK lebih dari 30% (tiga
puluh persen) di RKK Tahun 2025, akan menjadi pengurang
pagu ADK tahun berikutnya.

Ketentuan Lampiran [ diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan angka 3a Lampiran Il Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi
Dana Kampung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung
Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 48

[ STRAFEIA
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MAHAKAM
ULU NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2025 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG KEPADA  SETIAP
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN
2025

3a. Dokumen Pengajuan Pencairan Perubahan ADK

No Uraian

1 | Surat Pengantar Permohonan Petinggi kepada Bupati c.q Camat

2 | Desain dan RAB Revisi Perubahan

3 | Peraturan Kampung Perubahan RKP Kampung Tahun Berjalan dan
Dokumen RKP

4 | Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Musyawarah Mufakat
Pembahasan Penggunaan Perubahan APB Kampung

5 | Persetujuan  Petinggi dan BPK tentang Penetapan Perubahan APB
Kampung

6 | Berita Acara Kesepakatan Bersama Petinggi dan BPK tentang Perubahan
APB Kampung

7 | Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung

8 | Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan APB Kampung

9 | Surat Keputusan Evaluasi Perubahan APB Kampung oleh Camat

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN
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